Nomor 1

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG

KOTA TANGERANG

Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

. a.

KOTA TANGERANG TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014, bahwa penyusunan dan perbaikan Rencana
Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  dengan
memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai
sasaran nasional yang termuat dalam = Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang
Tahun 2009-2013 perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-
2013;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 2  Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3518);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

13.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolalaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

22.Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian Dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

24.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2007-2012;

25.Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran
Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

26.Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);



27.Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Tangerang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 1);

28.Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (lembaran Daerah Kota Tangerang
Tahun 2010 Nomor 7);

29.Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2011 Nomor 15);

30.Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa umum (lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2011 Nomor 16);

31.Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2011 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA TANGERANG TAHUN 2009-2013.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 1) diubah sebagai
berikut :

1. Lampiran Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf f diubah,
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

2. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab, yakni
BAB IVA KETENTUAN PERALIHAN dan diantara Pasal 9 dan
Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9A
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Tangerang Tahun 2009-2013, dinyatakan masih tetap

berlaku, dan wajib disesuaikan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan;



b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun
2012 dinyatakan masih tetap berlaku dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun berikutnya berpedoman kepada
Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 21 Maret 2012
WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd
H. WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal 21 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 2



